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Abstrak 

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan tantangan struktural yang dihadapi 
Indonesia di tengah kompleksitas dinamika ekonomi global. Penelitian ini mengkaji secara kritis dan 
sistematis peran ekonomi syariah sebagai instrumen strategis dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi 
nasional. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik berbasis kajian literatur komprehensif, 
penelitian ini menelaah fondasi epistemologis dan normatif ekonomi syariah, mengidentifikasi 
instrumen-instrumen keuangan Islam yang relevan, serta menganalisis kontribusinya terhadap 
arsitektur perekonomian nasional. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah, melalui 
instrumen perbankan syariah, zakat, wakaf produktif, dan sukuk, menawarkan mekanisme intermediasi 
keuangan yang secara inheren lebih berorientasi pada sektor riil, lebih inklusif, dan lebih resilien 
terhadap volatilitas pasar dibandingkan sistem konvensional. Lebih jauh, prinsip-prinsip maqashid al-
syariah yang menjadi fondasi normatif ekonomi Islam terbukti selaras dengan paradigma pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development goals) yang menjadi agenda pembangunan global. Penelitian 
ini menyimpulkan bahwa integrasi strategis dan sistematis ekonomi syariah ke dalam kerangka 
kebijakan pembangunan ekonomi nasional merupakan keniscayaan yang urgen dalam rangka 
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berdaya tahan, dan bermartabat. 
Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Instrumen Keuangan Islam; Maqashid 
Al-Syariah; Pembangunan Berkelanjutan 
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PENDAHULUAN 
Dinamika perekonomian global abad ke-21 ditandai oleh paradoks yang mencolok: di satu 

sisi, akumulasi kapital mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya; di sisi lain, 
ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan justru semakin melebar secara struktural. 
Laporan World Inequality Report (2022) mencatat bahwa 10 persen populasi terkaya dunia 
menguasai lebih dari 52 persen total pendapatan global, sementara 50 persen populasi 
terbawah hanya menikmati 8,5 persen. Realitas ini mengindikasikan kegagalan sistemik model 
pembangunan ekonomi konvensional dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan 
berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut semakin kompleks mengingat 
heterogenitas demografis, geografis, dan sosio-ekonomi yang luar biasa. Indeks Gini Indonesia 
yang masih berada di kisaran 0,38 mencerminkan ketimpangan pendapatan yang signifikan. 
Sementara itu, angka kemiskinan absolut, meskipun menunjukkan tren penurunan, masih 
menyisakan puluhan juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Kondisi 
ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini dicapai belum sepenuhnya 
bersifat inklusif dan merata. Di tengah realitas tersebut, ekonomi syariah hadir sebagai 
paradigma alternatif yang menawarkan solusi holistik atas berbagai anomali sistem ekonomi 
konvensional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang mencapai lebih 

mailto:noni@unimed.ac.id1
mailto:armin@unimed.ac.id2
mailto:fitrahmayasarihasugian@gmail.com3
mailto:angelinakarina21@gmail.com4
mailto:mariaelpidamanalu100@gmail.com5
mailto:wulandariimaya07@gmail.com6
mailto:sarahbakara27@gmail.com7
mailto:tinaangelia07@gmail.com8
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research 
E-ISSN: 2964-0954 P-ISSN: 2964-8033 

Vol. 5 No. 2 Oktober 2026 
 

 
Noni Rozaini, dkk. – Universitas Negeri Medan 112 

dari 230 juta jiwa, Indonesia sesungguhnya memiliki modal sosial dan demografis yang luar 
biasa untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi 
nasional. Namun potensi kolosal ini belum teroptimalkan secara proporsional dalam kerangka 
kebijakan ekonomi nasional. 

Ekonomi syariah tidak dapat dipandang semata sebagai sistem transaksi keuangan 
berbasis keagamaan. Ia merupakan suatu bangunan epistemologis yang utuh, yang 
mengintegrasikan dimensi teologis, etis, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan sistemik 
yang koheren. Prinsip-prinsip fundamentalnya, seperti larangan riba (bunga), eliminasi gharar 
(ketidakpastian berlebihan), dan kewajiban redistribusi kekayaan melalui zakat serta wakaf 
produktif, sesungguhnya merespons secara langsung akar-akar struktural dari ketimpangan 
dan ketidakstabilan sistem ekonomi global. Relevansi ekonomi syariah dalam konteks 
pembangunan ekonomi nasional semakin menguat pascakrisis keuangan global 2008, yang 
secara telak menyingkap kerentanan inheren sistem keuangan berbasis spekulasi dan leverage 
berlebihan. Sejumlah penelitian empiris, antara lain Hasan dan Dridi (2010) dari International 
Monetary Fund (IMF), menunjukkan bahwa institusi keuangan syariah terbukti lebih resilien 
terhadap guncangan sistemik tersebut dibandingkan counterpart konvensionalnya. Temuan ini 
memberikan validasi empiris atas klaim teoretis bahwa prinsip-prinsip syariah mengandung 
mekanisme built-in yang mampu meredam volatilitas dan instabilitas keuangan. 

Dari perspektif kebijakan, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang 
semakin kuat terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai inisiatif strategis, 
antara lain pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 
penerbitan sukuk negara, dan konsolidasi perbankan syariah melalui merger Bank Syariah 
Indonesia. Namun demikian, pangsa pasar keuangan syariah terhadap total sistem keuangan 
nasional masih berada jauh di bawah potensi yang seharusnya dicapai. Kesenjangan antara 
potensi dan realisasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa potensi ekonomi 
syariah belum bertransformasi menjadi kontribusi aktual yang proporsional terhadap 
pertumbuhan ekonomi nasional? Pertanyaan tersebut, beserta serangkaian permasalahan 
turunannya, mendorong urgensi penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam dan 
komprehensif tiga persoalan pokok. Pertama, bagaimana fondasi teoritis dan normatif ekonomi 
syariah dapat diposisikan secara epistemologis dalam kerangka pembangunan ekonomi 
nasional? Kedua, instrumen-instrumen ekonomi syariah manakah yang memiliki potensi 
strategis paling signifikan dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi? Dan ketiga, 
bagaimana relevansi dan urgensi integrasi sistem ekonomi syariah ke dalam arsitektur 
kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia secara makro? Ketiga persoalan inilah yang 
menjadi fokus analisis dan pembahasan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama 
yang saling berkaitan. Pertama, menganalisis landasan epistemologis, teoritis, dan normatif 
ekonomi syariah dalam konteks pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Kedua, 
mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara kritis instrumen-instrumen ekonomi syariah 
yang berpotensi berkontribusi signifikan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. 
Ketiga, mengkaji relevansi, urgensi, dan tantangan integrasi ekonomi syariah sebagai 
instrumen strategis dalam kerangka kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kajian pustaka sistematis 
(systematic literature review). Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma 
interpretatif-konstruktif yang memungkinkan konstruksi sintesis konseptual yang koheren 
dari berbagai sumber literatur yang beragam. Sumber data terdiri atas literatur primer (Al-
Qur'an, Hadits, kitab fiqh muamalah klasik dan kontemporer) dan literatur sekunder (jurnal 
ilmiah terindeks Scopus dan SINTA, laporan lembaga internasional seperti IMF, World Bank, 
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dan IFSB, publikasi resmi Bank Indonesia, OJK, BWI, BAZNAS, dan BPS, serta regulasi 
perundang-undangan terkait). Analisis data dilakukan melalui teknik interpretasi tekstual, 
analisis konten, dan sintesis tematik untuk menghasilkan kerangka konseptual yang 
komprehensif dan argumentatif. 
 
Landasan Teori dan Kajian Pustaka 
Epistemologi dan Ontologi Ekonomi Syariah 

Secara epistemologis, ekonomi syariah berdiri di atas fondasi yang berbeda secara 
fundamental dari ekonomi positif konvensional yang menganut paradigma positivisme-
empirisme. Ekonomi Islam mengintegrasikan wahyu (revelation) sebagai sumber pengetahuan 
yang setara, bahkan lebih otoritatif, dibandingkan observasi empiris semata. Integrasi ini tidak 
berarti menolak metodologi ilmiah, melainkan menempatkan nalar dan empirisme dalam 
bingkai normatif ilahiah yang memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi aktivitas ekonomi 
manusia. Secara ontologis, ekonomi syariah berlandaskan pada pandangan dunia (worldview) 
Islam yang memposisikan manusia sebagai khalifah fil ardh (wakil Tuhan di bumi) yang diberi 
amanah untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan bertanggung jawab. Konsepsi ini 
melahirkan implikasi etis yang menentukan: bahwa kepemilikan mutlak hanya milik Allah, 
bahwa kekayaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, dan bahwa distribusi 
kekayaan yang adil bukan sekadar persoalan kebijakan teknis, melainkan kewajiban teologis 
yang mengikat. Chapra (2001) merumuskan bahwa ekonomi Islam bertujuan merealisasikan 
falah (keberhasilan dunia dan akhirat) dan hayah thayyibah (kehidupan yang baik) melalui 
alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan maqashid al-syariah. Maqashid al-
syariah sendiri, sebagaimana dikodifikasikan oleh Al-Ghazali dan dikembangkan oleh Al-
Syatibi, mencakup perlindungan atas lima dimensi fundamental kehidupan manusia: agama 
(din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Kelima dimensi ini 
merepresentasikan kerangka komprehensif yang jauh melampaui sekadar maximization of 
utility dalam teori ekonomi neoklasik. 
 
Prinsip-Prinsip Normatif Ekonomi Syariah 

Ekonomi syariah dibangun di atas serangkaian prinsip normatif yang membentuk 
arsitektur sistemik yang koheren. Prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar larangan dan 
perintah teknis, melainkan manifestasi dari nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan 
kemaslahatan yang menjadi ruh sistem ekonomi Islam secara keseluruhan. Pertama, prinsip 
tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi bermuara pada kesadaran ketuhanan. 
Implikasi praktisnya adalah terciptanya akuntabilitas vertikal (kepada Allah) yang melampaui 
akuntabilitas horizontal (kepada manusia dan institusi) semata. Kedua, prinsip 'adalah 
(keadilan) menuntut bahwa setiap transaksi ekonomi harus memastikan tidak adanya pihak 
yang dizalimi atau dieksploitasi, baik melalui manipulasi informasi, ketidaksetaraan daya 
tawar, maupun mekanisme bunga yang secara sistemik mentransfer kekayaan dari debitur ke 
kreditur tanpa mempertimbangkan realitas usaha. Ketiga, prinsip larangan riba merupakan 
pilar paling distinktif ekonomi syariah dari sistem konvensional. Riba, dalam perspektif Islam, 
bukan sekadar masalah tingkat bunga yang eksesif, melainkan merupakan struktur transaksi 
yang secara inheren tidak adil karena memisahkan return dari risiko dan dari aktivitas 
ekonomi riil. Keempat, prinsip larangan gharar dan maysir menolak seluruh bentuk spekulasi 
dan ketidakpastian berlebihan yang menjadi sumber instabilitas sistemik dalam pasar 
keuangan konvensional. Kelima, prinsip tanafus dan ta'awun (kompetisi dan kerjasama) 
mendorong iklim ekonomi yang sehat di mana persaingan berlangsung secara fair namun tetap 
diikat oleh semangat solidaritas dan kerjasama sosial. Keenam, prinsip keseimbangan 
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(tawazun) antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif mencegah dominasi salah 
satu pihak yang berujung pada eksploitasi dan ketimpangan struktural. 
 
Teori Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam 

Ibn Khaldun, melalui magnum opus-nya Muqaddimah (1377 M), telah meletakkan fondasi 
teori pertumbuhan ekonomi Islam yang sangat sophisticated untuk zamannya. Konsep 
'asabiyyah (solidaritas sosial) yang dirumuskannya menegaskan bahwa kohesi sosial dan 
keadilan distributif merupakan variabel determinan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 
Tesis Ibn Khaldun bahwa negara yang menerapkan pajak berlebihan (analogi modern: 
eksploitasi fiskal) dan distribusi kekayaan yang tidak adil niscaya akan mengalami 
kemunduran ekonomi merupakan kontribusi teoritik yang jauh mendahului teori Laffer Curve 
dalam ekonomi neoklasik. Dalam konteks kontemporer, Siddiqi (2004) mengargumentasikan 
bahwa pertumbuhan ekonomi Islam yang normatif mensyaratkan terpenuhinya empat kondisi 
simultan yang saling bersinergi: akselerasi produksi agregat, pemerataan distribusi 
pendapatan dan kekayaan, eliminasi kemiskinan absolut, dan pelestarian lingkungan hidup 
sebagai amanah generasi mendatang. Konstruksi teoritik ini secara substantif selaras dengan 
Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, yang mengkonfirmasi relevansi universal prinsip-
prinsip ekonomi Islam melampaui batas-batas keagamaan dan kultural. Lebih jauh, Kahf (1997) 
dan Zarqa (1992) mengembangkan model pembangunan ekonomi Islam yang menempatkan 
sektor wakaf dan zakat bukan sekadar sebagai instrumen redistribusi, melainkan sebagai 
komponen integral dari mekanisme mobilisasi kapital publik yang dapat mensubstitusi 
sebagian fungsi fiskal negara dalam pembiayaan barang publik dan pengentasan kemiskinan. 
Model ini menawarkan solusi atas keterbatasan kapasitas fiskal negara-negara berkembang 
yang sering kali menjadi hambatan struktural pembangunan ekonomi. 
 
Kajian Empiris tentang Kontribusi Keuangan Syariah 

Sejumlah kajian empiris memberikan evidensi tentang kontribusi sistem keuangan 
syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Hasan dan Dridi (2010) yang diterbitkan 
IMF menunjukkan bahwa bank-bank syariah secara rata-rata mencatat profitabilitas yang lebih 
baik dan tingkat kredit bermasalah yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional dalam 
periode krisis keuangan global 2008-2009. Beck, Demirguc-Kunt, dan Merrouche (2013) dalam 
studi komparatif mereka menyimpulkan bahwa perbedaan kinerja antara bank syariah dan 
konvensional lebih bersumber dari model bisnis yang berbeda, bukan dari perbedaan 
religiusitas nasabah semata. Di tingkat nasional, penelitian Ascarya dan Yumanita (2008) 
menemukan adanya hubungan kointegrasi jangka panjang antara pembiayaan perbankan 
syariah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun dengan magnitude yang masih 
relatif kecil mengingat pangsa pasar keuangan syariah yang belum signifikan. Temuan ini 
konsisten dengan hipotesis finance-led growth yang dikembangkan Schumpeter, bahwa 
inovasi keuangan merupakan determinan penting akselerasi pertumbuhan ekonomi. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Instrumen-Instrumen Strategis Ekonomi Syariah 

Perbankan Syariah: Intermediasi Keuangan Berbasis Keadilan: Perbankan syariah 
merupakan institusi keuangan yang paling visible dan terukur dari implementasi sistem 
ekonomi Islam dalam arsitektur keuangan nasional. Berbeda dari perbankan konvensional 
yang operasionalnya bertumpu pada mekanisme suku bunga (interest-based), perbankan 
syariah mengoperasikan berbagai skema pembiayaan berbasis akad muamalah yang secara 
inheren lebih berorientasi pada kemitraan produktif dan berbagi risiko. Akad mudharabah 
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(bagi hasil) dan musyarakah (usaha bersama) merepresentasikan model pembiayaan yang 
mengizinkan investor berpartisipasi dalam keuntungan sekaligus menanggung risiko kerugian 
usaha, sehingga menciptakan insentif yang lebih kuat untuk melakukan due diligence dan 
pendampingan usaha dibandingkan model pinjaman berbunga. Kontribusi perbankan syariah 
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat dianalisis melalui tiga kanal transmisi utama. 
Pertama, kanal intermediasi langsung, di mana dana masyarakat yang dihimpun melalui 
produk simpanan syariah (giro, tabungan, deposito mudharabah) disalurkan kembali ke sektor 
ekonomi riil melalui berbagai skema pembiayaan produktif. Kedua, kanal pemberdayaan 
UMKM, mengingat produk pembiayaan syariah yang tidak mensyaratkan agunan berlebihan 
dan berbasis kemitraan membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang 
selama ini tereksklusi dari sistem perbankan konvensional. Ketiga, kanal penciptaan lapangan 
kerja melalui multiplier effect dari pembiayaan sektor produktif terhadap aktivitas ekonomi 
riil. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2023 mencatat total aset perbankan 
syariah Indonesia telah melampaui Rp 800 triliun, dengan pembiayaan yang disalurkan 
mendekati Rp 600 triliun. Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi yang konsisten, meskipun 
pangsa pasar terhadap total perbankan nasional masih berkisar di angka 7 persen, jauh di 
bawah potensi demografis yang seharusnya dapat dicapai. 

Zakat: Fiskal Redistributif yang Berdimensi Makroekonomi: Zakat, sebagai rukun Islam 
keempat, memiliki dimensi ekonomi yang jauh melampaui sekadar kewajiban ibadah 
individual. Secara makroekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme fiskal redistributif yang 
mentransfer daya beli dari kelompok muzakki (pembayar zakat) kepada kelompok mustahiq 
(penerima zakat) secara sistemik dan berkelanjutan. Dalam terminologi ekonomi modern, 
zakat dapat dikonseputalisasikan sebagai automatic stabilizer yang bekerja secara otomatis 
menstabilkan aggregate demand ketika terjadi kontraksi ekonomi. Potensi zakat Indonesia 
yang diestimasi oleh BAZNAS mencapai Rp 327,6 triliun per tahun merepresentasikan sumber 
daya redistribusi yang sangat besar. Namun realisasi penghimpunan yang masih jauh di bawah 
potensi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan kelembagaan dan struktural yang 
signifikan. Apabila potensi ini dapat dimobilisasi secara optimal, dampak makroekonominya 
akan sangat substansial: konsumsi kelompok berpenghasilan rendah akan meningkat, aktivitas 
ekonomi di akar rumput akan bergairah, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi nasional 
akan terakselerasi secara inklusif. Lebih jauh, inovasi konseptual zakat produktif, di mana dana 
zakat tidak hanya disalurkan sebagai bantuan konsumtif melainkan sebagai modal usaha 
kepada mustahiq potensial, membuka dimensi baru kontribusi zakat terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Transformasi mustahiq menjadi muzakki melalui pemberdayaan ekonomi berbasis 
zakat produktif merupakan manifestasi paling operasional dari cita-cita keadilan distributif 
dalam ekonomi Islam. 

Wakaf Produktif: Pembiayaan Pembangunan Alternatif: Wakaf produktif 
merepresentasikan inovasi paling transformatif dalam lanskap keuangan Islam kontemporer. 
Transformasi paradigmatis dari wakaf konvensional yang bersifat statis dan konsumtif menuju 
wakaf produktif yang dinamis dan generatif membuka horizon baru pembiayaan pembangunan 
tanpa beban utang dan bunga. Secara konseptual, wakaf produktif beroperasi sebagai 
endowment fund yang menghasilkan revenue berkelanjutan dari pengelolaan aset wakaf 
secara profesional dan komersial, dengan keuntungan yang dialokasikan untuk pembiayaan 
program sosial dan pembangunan. Potensi aset wakaf Indonesia sungguh kolosal. Badan Wakaf 
Indonesia (BWI) mencatat aset tanah wakaf mencapai lebih dari 420.000 hektar dengan nilai 
setara ratusan triliun rupiah. Selain itu, potensi wakaf tunai (cash waqf) diestimasi dapat 
mencapai Rp 188 triliun per tahun. Apabila seluruh potensi ini dioptimalkan melalui 
pengelolaan yang profesional, transparan, dan berbasis tata kelola yang baik (good 
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governance), wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang substansial 
bagi pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik, sehingga secara signifikan 
meringankan beban fiskal negara. Instrumen cash waqf linked sukuk (CWLS) yang telah 
diluncurkan pemerintah Indonesia merupakan inovasi finansial yang mengintegrasikan 
instrumen wakaf tunai dengan sukuk negara. Inovasi ini tidak hanya memobilisasi dana wakaf 
dalam skala yang lebih besar, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan jaminan imbal hasil 
yang menarik bagi para wakif, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat 
dalam ekosistem wakaf produktif nasional. 

Sukuk: Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Berbasis Syariah : Sukuk atau obligasi 
syariah merupakan instrumen pasar modal Islam yang telah membuktikan dirinya sebagai 
alternatif pembiayaan infrastruktur yang kredibel dan kompetitif di pasar keuangan global. 
Berbeda secara fundamental dari obligasi konvensional yang merupakan instrumen utang 
berbunga, sukuk berbasis kepemilikan bersama atas aset atau manfaat aset yang menghasilkan 
return bagi investor dalam bentuk sewa (ijarah) atau bagi hasil (mudharabah/musyarakah). 
Struktur ini secara inheren lebih berorientasi pada sektor riil karena setiap penerbitan sukuk 
harus di-back up oleh aset atau proyek yang konkret. Indonesia telah memanfaatkan sukuk 
negara secara signifikan untuk pembiayaan infrastruktur dan pembangunan. Sovereign sukuk 
Indonesia yang diperdagangkan di pasar keuangan internasional telah mendapatkan respon 
yang sangat positif dari investor global, mencerminkan kepercayaan pasar terhadap 
kredibilitas instrumen ini. Lebih dari sekadar instrumen pembiayaan, sukuk juga berfungsi 
sebagai sarana diversifikasi basis investor negara dan instrumen manajemen portofolio utang 
publik yang lebih prudent. 

Kontribusi Sistemik Ekonomi Syariah terhadap Arsitektur Ekonomi Nasional: Analisis 
kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional perlu dilakukan secara 
sistemik, bukan parsial. Instrumen-instrumen ekonomi syariah yang telah dibahas di atas tidak 
bekerja secara isolated, melainkan saling berinteraksi dan bersinergi dalam membentuk 
ekosistem ekonomi yang memiliki karakteristik distinct dibandingkan sistem konvensional. 
Pertama, dari dimensi stabilitas sistem keuangan, ekonomi syariah menawarkan fondasi yang 
lebih kokoh. Prohibisi terhadap spekulasi (maysir), ketidakpastian berlebihan (gharar), dan 
leverage berlebihan (yang merupakan konsekuensi logis dari sistem berbasis bunga) secara 
struktural mengurangi akumulasi risiko sistemik dalam sistem keuangan. Krisis keuangan 
global 2008 yang dipicu oleh instrumen derivatif berbasis spekulasi memberikan validasi 
empiris atas keunggulan struktural ini. Kedua, dari dimensi inklusi keuangan, mekanisme 
pembiayaan syariah yang berbasis bagi hasil dan tidak mensyaratkan agunan konvensional 
membuka akses permodalan bagi segmen masyarakat yang selama ini tereksklusi dari sistem 
keuangan formal. Perluasan inklusi keuangan ini memiliki korelasi positif yang kuat dengan 
pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dikonfirmasi oleh berbagai penelitian empiris dari World 
Bank dan IMF. Ketiga, dari dimensi distribusi kekayaan, instrumen zakat dan wakaf produktif 
bekerja sebagai mekanisme redistribusi yang mengoreksi ketimpangan distribusi pendapatan 
secara organik dan berkelanjutan. Berbeda dari transfer fiskal konvensional yang bergantung 
pada anggaran negara, mekanisme redistribusi berbasis syariah beroperasi melalui motivasi 
teologis yang lebih intrinsik dan berkelanjutan. Keempat, dari dimensi mobilisasi tabungan 
jangka panjang, instrumen wakaf dan sukuk memberikan wahana investasi jangka panjang 
yang selaras dengan kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang memiliki karakteristik long 
gestation period. Kesesuaian maturity antara sumber dan penggunaan dana ini merupakan 
prinsip manajemen keuangan yang sangat fundamental namun sering diabaikan dalam sistem 
keuangan konvensional. 
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Tantangan Struktural Implementasi Ekonomi Syariah: Terlepas dari potensi dan 
keunggulan teoritis yang telah dipaparkan, implementasi ekonomi syariah di Indonesia masih 
menghadapi tantangan struktural yang bersifat multidimensional dan memerlukan 
penanganan yang sistematis serta terkoordinasi. Pemahaman yang komprehensif atas 
tantangan-tantangan ini merupakan prasyarat bagi perumusan strategi pengembangan yang 
efektif dan realistis. Pertama, defisit literasi keuangan syariah merupakan hambatan yang 
paling fundamental. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK menunjukkan 
bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih berada di bawah 10 
persen, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional. Rendahnya literasi ini 
menciptakan information asymmetry yang menekan demand terhadap produk dan layanan 
keuangan syariah, serta membuka ruang bagi persepsi keliru bahwa produk keuangan syariah 
sekadar relabeling dari produk konvensional. Kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya 
manusia yang kompeten di bidang ekonomi dan keuangan syariah menciptakan bottleneck 
dalam ekspansi industri. Kebutuhan akan praktisi yang menguasai secara sinergis ilmu fiqh 
muamalah dan ilmu keuangan modern masih jauh dari terpenuhi, baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif. Kondisi ini berdampak pada kualitas produk, inovasi, dan governance 
lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Ketiga, fragmentasi dan inkonsistensi regulasi 
masih menjadi hambatan yang signifikan. Ketidakharmonisan antara regulasi syariah, regulasi 
perpajakan, dan regulasi korporasi dalam beberapa aspek menciptakan regulatory uncertainty 
yang menghambat inovasi produk dan ekspansi bisnis. Diperlukan harmonisasi regulasi yang 
komprehensif dan koordinasi yang lebih efektif antara otoritas terkait untuk menciptakan 
ekosistem regulasi yang kondusif. Keempat, keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan 
distribusi lembaga keuangan syariah dibandingkan lembaga keuangan konvensional masih 
menjadi faktor penghambat penetrasi pasar yang lebih luas. Di era digital economy, 
keterbatasan layanan digital perbankan syariah dapat menjadi hambatan serius dalam 
menjangkau segmen masyarakat yang semakin terbiasa dengan transaksi berbasis teknologi. 

Rekomendasi Strategis untuk Optimalisasi Peran Ekonomi Syariah: Mengacu pada 
analisis peluang dan tantangan yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan sejumlah 
rekomendasi strategis yang komprehensif dan aplikatif untuk mengoptimalkan peran ekonomi 
syariah dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Rekomendasi-rekomendasi ini 
disusun dalam kerangka pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, 
industri, masyarakat sipil, dan media secara sinergis. 
1. Penguatan Ekosistem Regulasi: Pemerintah perlu merumuskan kebijakan komprehensif 

yang menciptakan ekosistem regulasi kondusif bagi pengembangan industri keuangan 
syariah, termasuk harmonisasi regulasi perpajakan, akuntansi, dan hukum perusahaan 
dengan prinsip syariah, serta pemberian insentif fiskal yang proporsional bagi transaksi 
keuangan syariah. 

2. Akselerasi Pembangunan SDM: Sinergi strategis antara perguruan tinggi, industri keuangan 
syariah, dan pemerintah diperlukan untuk mengakselerasi produksi sumber daya manusia 
yang kompeten dan tersertifikasi di bidang ekonomi dan keuangan Islam secara masif dan 
berkelanjutan. 

3. Reformasi Tata Kelola Zakat dan Wakaf: Profesionalisasi manajemen dan tata kelola lembaga 
amil zakat serta nazhir wakaf melalui penerapan standar akuntansi yang ketat, sistem 
pelaporan yang transparan, dan pengawasan independen yang efektif, sehingga membangun 
kepercayaan publik dan mendorong peningkatan penghimpunan dana secara signifikan. 

4. Transformasi Digital Keuangan Syariah: Akselerasi adopsi teknologi finansial (fintech) 
syariah untuk memperluas jangkauan layanan keuangan Islam kepada segmen yang selama 
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ini underserved, termasuk masyarakat di daerah terpencil dan pelaku UMKM yang 
membutuhkan akses modal. 

5. Integrasi ke dalam Agenda Pembangunan Nasional: Mengintegrasikan instrumen 
pembiayaan syariah, khususnya sukuk dan wakaf produktif, secara lebih sistematis ke dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai alternatif pembiayaan 
infrastruktur yang kompetitif. 

6. Penguatan Riset dan Pengembangan: Mendorong agenda riset empiris yang komprehensif 
tentang dampak ekonomi syariah terhadap berbagai indikator pembangunan, sehingga 
menghasilkan evidence base yang kuat untuk mendukung advokasi kebijakan berbasis data. 

 
KESIMPULAN 

Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif dan sistematis peran ekonomi syariah 
sebagai instrumen strategis dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan 
substantif yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, ekonomi syariah memiliki fondasi 
epistemologis, teoritis, dan normatif yang kokoh sebagai sistem ekonomi alternatif yang 
komprehensif. Prinsip-prinsip maqashid al-syariah yang menjadi landasan normatifnya 
mengandung nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang secara substantif 
selaras dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan 
merespons secara struktural berbagai anomali dan kegagalan sistem ekonomi konvensional. 
Kedua, instrumen-instrumen ekonomi syariah, yang mencakup perbankan syariah, zakat 
produktif, wakaf produktif, dan sukuk, memiliki potensi kontribusi yang signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai kanal transmisi yang saling bersinergi, 
meliputi perluasan inklusi keuangan, penguatan stabilitas sistem keuangan, akselerasi 
pembiayaan sektor produktif dan infrastruktur, serta mekanisme redistribusi kekayaan yang 
mengurangi ketimpangan ekonomi secara struktural. Ketiga, realisasi potensi ekonomi syariah 
dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional masih terhambat oleh sejumlah 
tantangan struktural yang bersifat multidimensional, mencakup defisit literasi keuangan 
syariah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, fragmentasi regulasi, dan kesenjangan 
infrastruktur teknologi. Penanganan tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang 
sistematis, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis. 
Keempat, integrasi strategis dan sistematis ekonomi syariah ke dalam kerangka kebijakan 
pembangunan ekonomi nasional bukan sekadar pilihan kebijakan alternatif, melainkan suatu 
keniscayaan strategis yang urgen. Mengingat besarnya potensi demografis, sosial, dan ekonomi 
yang dimiliki Indonesia, kegagalan dalam mengoptimalkan peran ekonomi syariah merupakan 
opportunity cost yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. 
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan data empiris kuantitatif yang 
komprehensif, mengingat metode yang digunakan adalah kajian pustaka deskriptif-analitik. 
Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian empiris yang lebih rigorous 
terhadap hipotesis-hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan data panel 
dan model ekonometrika yang sesuai, sehingga menghasilkan temuan yang lebih terukur dan 
dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang lebih konkret. 
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